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Perubahan Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor

PMK No. 145/PMK.04/2014 setidak-
nya mengatur beberapa poin keten-
tuan, baik berupa perubahan mau- 
pun penambahan. Penambahan ter- 
sebut di antaranya terdapat peny-
isipan tambahan ayat (1a) di dalam 
ketentuan Pasal 2. Pasal 2 ayat (1a) 
tersebut menyebutkan barang yang 
akan diekspor wajib diberitahukan ke 
Kantor Pabean dengan mengguna- 
kan Pemberitahuan Pabean Ekspor 
berlaku juga terhadap ekspor (i) ba- 
rang yang pada saat impornya telah 
diberitahukan sebagai barang impor 
sementara, (ii) barang yang akan 
diimpor kembali sehingga pada saat 
impornya dapat diperlakukan seba- 
gai barang impor kembali, dan (iii) 
barang yang dikenakan Bea Keluar 
melebihi batas pengecualian penge-
naan Bea Keluar sesuai dengan per- 
aturan perundang-undangan. Penam- 
bahan pasal juga terjadi di antara 
Pasal 2 dan Pasal 3, yakni Pasal 2A. 
Pasal 2A menyatakan bahwa terha-
dap barang ekspor yang dikenakan 
bea keluar, Pemberitahuan Pabean 
Ekspor disampaikan setelah pemba-
yaran bea keluar.

PMK No. 145/PMK.04/2014 menyi- 
sipkan Pasal 5A di antara Pasal 5 dan 
Pasal 6. Pada Pasal 5A ayat (1) me- 
nyebutkan ekspor barang kiriman 
dapat diberitahukan dalam satu 
pemberitahuan pabean ekspor oleh 
perusahaan jasa titipan untuk bebe- 
rapa pengirim barang. Pasal 5A ayat 
(2) menyebutkan lebih lanjut bahwa 
dalam hal ekspor barang kiriman me- 
lalui perusahaan jasa titipan dike-
nakan bea keluar, tata cara penyam-

paian pemberitahuan pabean ekspor 
mengikuti ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan ini me- 
ngenai pemungutan bea keluar.

PMK No. 145/PMK.04/2014 juga me- 
ngubah isi Pasal 16 sehingga untuk 
selanjutnya pengaturan terhadap ke- 
salahan data Pemberitahuan Pabe- 
an Ekspor berupa nama eksportir, 
identitas eksportir, Kantor Pabean 
pemuatan tempat pendaftaran, je- 
nis ekspor, dan/atau jenis fasilitas 
yang diterima, tidak dapat dilakukan 
pembetulan. Atas kesalahan terse-
but, eksportir dapat melakukan 
pembatalan Pemberitahuan Pabean 
Ekspor. Terhadap pembatalan Pem-
beritahuan Pabean Ekspor sebagai- 
mana dimaksud, eksportir dapat 
mengajukan Pemberitahuan Pabean 
Ekspor yang baru sepanjang barang 

belum dimuat ke dalam sarana 
pengangkut. 

PMK No. 145/PMK.04/2014 akan mu- 
lai berlaku pada tanggal 14 Septem-
ber 2014 sebagaimana disebutkan 
pada Pasal 8 PMK No. 145/2014 yang 
menyatakan pemberlakuan peratu- 
ran ini terhitung 60 (enam puluh) 
hari sejak tanggal diundangkan.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengesahkan peraturan baru terkait dengan kepabeanan. 
Peraturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145/PM-
K.04/2014 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepa- 
beanan di Bidang Ekspor (“PMK No. 145/PMK.04/2014”). PMK No. 145/PMK.04/2014 bertujuan untuk 
mendukung peningkatan keakuratan data ekspor dan pengawasan ekspor barang kiriman melalui peru-
sahaan jasa titipan.
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Ketentuan Teknis Semen Clinker dan Semen

Pasal 5 Permenperin No. 16/2014 
mengatur bahwa setiap jenis semen 
yang akan diedarkan di wilayah Indo-
nesia wajib memenuhi ketentuan 
Standar Nasional Indonesia (“SNI”) 
semen sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 18/M-IND/PER/2/2012 tentang 
Pemberlakuan Standar Nasional In- 
donesia (SNI) Semen Secara Wajib.

Semen clinker sebagai bahan baku 
pembuatan semen dapat diperoleh 
dari hasil produksi dalam negeri dan 
impor. Semen clinker hanya dapat 
diimpor oleh Importir Produsen Se- 
men (“IP-Semen”). Semen hanya 
dapat diimpor oleh Importir Terba-
tas Semen (“IT-Semen”) dan produ-
sen semen yang menjadi Produsen 
Importir Semen (“PI-Semen”). Peru-
sahaan wajib memiliki rekomendasi 
teknis semen dari Direktorat Jende- 
ral Pembina Industri untuk menda- 
patkan pengakuan IP-Semen, pene-
tapan IT-Semen dan PI-Semen, ser- 

ta persetujuan impor semen. Reko- 
mendasi teknis semen adalah surat 
yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jenderal Pembina Industri berdasar-
kan hasil pemeriksaan dan peneli-
tian atas pemenuhan persyaratan 
teknis oleh perusahaan yang memo-
honkan rekomendasi tersebut.

Pasal 10 ayat (3) Permenperin No. 
16/2014 mengatur bahwa permo-
honan rekomendasi teknis semen 
untuk mendapatkan penetapan se- 
bagai IT-Semen wajib dilengkapi de- 
ngan (i) Surat Izin Usaha Perdaga- 
ngan, (ii) Tanda Daftar Perusahaan, 
(iii) Angka Pengenal Importir Umum, 
(iv) rencana impor selama 2 (dua) 
tahun (minimal memuat informasi 
tentang jenis, No Pos tarif dan 
jumlah), (v) daftar fasilitas distribu-
si dan logistik yang dimiliki, dan (vi) 
rekomendasi teknis IT-Semen yang 
telah diterbitkan sebelumnya bagi 
pemohon pembaharuan rekomen-
dasi.

Permohonan rekomendasi teknis 
semen diterbitkan dalam jangka 
waktu 5 (lima) hari kerja jika per- 
syaratan telah dilengkapi dengan 
benar dan tepat. Apabila masih ter- 
dapat kekurangan persyaratan yang 
dibutuhkan, maka harus dilengkapi 
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari se- 
jak permohonan tersebut diterima 
oleh Direktorat Jenderal Pembina 
Industri. Rekomendasi teknis semen 
yang dimaksud sekurang-kurangnya 
memuat (i) jenis rekomendasi, (ii) 
nama dan alamat perusahaan pene- 
rima rekomendasi, (iii) nama penang-
gungjawab perusahaan (setingkat di- 
reksi), (iv) jenis dan nomor HS Code 
semen yang akan diimpor, (v) jumlah 
semen yang akan diimpor, dan (vi) ma- 
sa berlaku rekomendasi tersebut.

Permenperin No. 16/2014 juga me- 
ngatur bahwa setiap perusahaan yang 
menerima rekomendasi teknis semen 
wajib menyampaikan laporan realisa-
si dari rekomendasi tersebut paling 
lama 1 (satu) bulan sejak dilakukan- 
nya realisasi tersebut. Pelanggaran 
terhadap kewajiban pelaporan ini, 
dapat dikenakan sanksi aministrasi 
berupa pencabutan rekmendasi tek- 
nis yang telah diterbitkan.

Kementerian Perindustrian telah mengesahkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M.IND/PER/ 
3/2014 tentang Ketentuan Teknis Semen Clinker dan Semen (“Permenperin No. 16/2014”). Permen-
perin No. 16/2014 disahkan dalam rangka mendukung kelancaran pasokan semen yang berperan dalam 
persiapan material dan infrastruktur pembangunan di Indonesia, khususnya pasokan semen clinker dan 
semen di dalam negeri. Permenperin No. 16/2014 berlaku sejak tanggal 11 April 2014.
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Pengendalian Usaha Industri Rokok di Indonesia

Pembinaan dan pengawasan yang 
diatur dalam Permenperin No. 64/ 
2014 meliputi (i) pelaksanaan per- 
izinan, (ii) penggunaan mesin pelin- 
ting rokok, dan (iii) uji tar nikotin. 
Pembinaan dan pengawasan ini dila- 
kukan oleh Dinas Provinsi dan Kabu-
paten/Kota sesuai dengan kewe- 
nangannya masing-masing. Pasal 12 
lebih lanjut menyatakan bahwa pem-
binaan dan pengawasan tersebut 
dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau 
dapat pula dilakukan sewaktu-wak-
tu. Hasil dari pembinaan dan penga-
wan tersebut kemudian harus dila- 
porkan kepada Direktorar Jenderal 
terkait.

Usaha industri rokok diklasifikasikan 
ke dalam tiga jenis, yaitu (i) industri 
rokok kretek, (ii) industri rokok putih, 
dan (iii) industri rokok lainnya ber- 
dasarkan Pasal 2 Permenperin No. 
64/2014. Setiap industri rokok ter- 
sebut diwajibkan untuk memiliki Izin 
Usaha Industri (“IUI”). Untuk men- 
dapatkan IUI yang dimaksud, setiap 
industri rokok wajib terlebih dahulu 
mendapatkan rekomendasi dari Di- 
rektorat Jenderal yang melaksana- 
kan tugas dan fungsi pembinaan in- 
dustri rokok pada Kementerian Per- 
industrian. Permohonan rekomen-
dasi tersebut dilakukan melalui unit 
pelayanan publik pusat dengan me- 
lampirkan (i) salinan akta pendirian 
perusahaan, (ii) salinan nomor pokok 
wajib pajak, (iii) salinan perjanjian ker- 
jasama dengan industri rokok skala 

besar, (iv) salinan bukti kepemilikan 
tanah dan peta lokasi pabrik, dan (v) 
rencana jenis produksi rokok dan 
kapasitas terpasang.

Pasal 3 ayat (3) Permenperin No. 
64/2014 menyatakan bahwa IUI ro- 
kok untuk penanaman modal asing 
diterbitkan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (“PTSP”) pusat, sedangkan IUI 
rokok untuk penanaman modal da- 
lam negeri diterbitkan oleh PTSP 
daerah. Perusahaan yang telah me- 
miliki IUI sebelum Permenperin No. 
64/2014 berlaku dan perusahaan 
yang mendapatkan IUI berdasarkan 
Permenperin No. 64/2014 dapat me- 
lakukan perubahan terhadap IUI yang 
dimiliki yang meliputi (i) perubahan 
alamat perusahaan maupun alamat 
pabrik, (ii) nama perusahaan, (iii) sta- 
tus kepemilikan, (iv) perluasan untuk 
penambahan kapasitas produksi, dan 

(v) penggabungan/peleburan/peng- 
ambilalihan perusahaan industri ro- 
kok. Perusahaan industri rokok yang 
melakukan perubahan IUI yang dimili-
ki wajib menyampaikan pemberitahu- 
an perubahan secara tertulis kepada 
pejabat penerbit IUI selambat-lambat- 
nya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di- 
terimanya penetapan perubahan.

Industri rokok menjadi dilemma bagi 
pemerintah karena di satu sisi 
industri rokok berperan dalam me- 
ningkatkan perkenomian nasional te- 
tapi di lain sisi hasil produksi dari 
industri rokok memiliki dampak ne- 
gatif bagi kesehatan. Pemerintah 
berharap dengan diterbitkannya Per- 
menperin No. 64/2014 dapat timbul 
keseimbangan dalam pengawasan 
dan pengendalian industri rokok. 

Kementerian Perindustrian telah mengesahkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IN-
D/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok (“Permenperin No. 64/ 
2014”), yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2014. Pengaturan mengenai usaha industri rokok dilakukan 
karena usaha pengolahan tembakau merupakan sektor yang mampu menimbulkan efek berantai (multi-
plier effect) yang luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Efek berantai yang dimaksud di antaranya 
adalah (i) memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, (ii) menumbuhkan industri jasa terkait, 
(iii) penyediaan lapangan kerja, dan (iv) penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Permenperin No. 
64/2014 merupakan usaha pemerintah untuk terus melakukan pengembangan industri rokok nasional 
dengan tidak mengabaikan dampak yang ditimbulkan dari industri rokok tersebut terhadap kesehatan.1

1 Antaranews.com, 2014
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Operasi Moneter Syariah

Bank Indonesia dalam melaksanakan 
kebijakannya dapat melakukan OMS 
yang bersifat absorpsi atau injeksi 
likuiditas Rupiah. Bank Indonesia me- 
mandang perlu untuk meningkatkan 
pengelolaan likuiditas dan pengem-
bangan pasar valuta asing domestik 
dengan menyediakan instrument sya- 
riah dalam valuta asing.

Kegiatan OMS dilakukan dengan Ope- 
rasi Pasar Terbuka (“OPT”) Syariah 
dan Standing Facilities Syariah. OPT 
Syariah dilakukan dengan cara (i) 
penerbitan Sertifikat Bank Indone-
sia Syariah (“SBIS”), (ii) jual beli surat 
berharga dalam Rupiah yang meme- 
nuhi prinsip syariah yang meliputi 
SBSN, dan surat berharga lain yang 
berkualitas tinggi dan mudah dicair-
kan, (iii) penempatan berjangka (term 

deposit) syariah dalam valuta asing, 
dan/atau (iv) transaksi lainnya baik di 
pasar uang Rupiah maupun di pasar 
valuta asing. Standing Facilities Sya- 
riah dilakukan dengan cara (i) penye-
diaan fasilitas simpanan (deposit 
facility) dan (ii) penyediaan fasilitas 
pembiayaan (financing facility). PBI 
No. 16/12/PBI/2014 mengatur bahwa 
Standing Facilities Syariah dilak-
sanakan oleh Bank Indonesia pada 
setiap hari kerja dengan meknisme 
nonlelang. Pasal 18 PBI No. 16/12/P-
BI/2014 mengatur bahwa pihak yang 
dapat memiliki SBIS adalah bank 
yang memenuhi persyaratan Finan- 
cing to Deposit Ratio (“FDR”) yang 
telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia mewajibkan peserta 
OMS untuk memiliki (i) rekening giro 

Rupiah di Bank Indonesia dan (ii) 
rekening giro valuta asing di Bank 
Indonesia dalam hal peserta OMS 
mengikuti transaksi OPT Syariah 
dalam valuta asing. Peserta OMS 
yang mengikuti kegiatan OMS se- 
cara langsung maupun tidak lang- 
sung wajib menyediakan dana yang 
cukup pada rekening giro Rupiah di 
Bank Indonesia dan/atau surat ber- 
harga dalam Rupiah yang cukup pa- 
da rekening surat berharga di Bank 
Indonesia atau di lembaga kustodian 
untuk penyelesaian kewajiban pada 
tanggal penyelesaian transaksi

PBI No. 16/12/PBI/2014 memberikan 
kewenangan bagi Bank Indonesia 
untuk melakukan pendebetan reke- 
ning giro di Bank Indonesia dan/atau 
rekening surat berharga di Bank In- 
donesia dan/atau di lembaga kusto-
dian milik peserta OMS dalam rangka 
menyelesaikan transaksi OMS.

Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan terkait dengan kebija-
kan moneter berdasarkan prinsip syariah, yaitu Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah 
(“OMS”) (“PBI No. 16/12/PBI/2014”). OMS adalah pelaksanaan kebija-
kan moneter syariah oleh Bank Indonesia dalam rangka pengenda-
lian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan 
standing facilities berdasarkan prinsip syariah. OMS dilaksanakan 
oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai Rupiah sehingga diharapkan dapat mempengaruhi 
kecukupan likuiditas Rupiah dan valuta asing perbankan syariah.


